
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana
telah diubah dengan Undang Undang Nornor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Lapangan Kerja ( Lembaran Negara

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
ten tang Perpanjangan Daerah Tingak II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9, sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud dalam huruf a perlu menentapkan Peraturan
Bupati ten tang Sistem lnformasi Manajemen Perekaman
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online;

Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan khususnya
pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak antara lain
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak
Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pernerintah
Nomor 91 Tahun 2010 ten lang Jenis Pajak Daerah yang
dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
dibayar sendiri oJeh Wajib Pajak, serta untuk
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap nilai
pajak yang harus dibayar sesuai omzet yang diperolehnya
dalam satu kurun waktu masa pajak, perlu dilakukan
perekaman data 1ransaksi usaha yang menjadi dasar
pengenaan pajak rnelalui Sistern lnformasi Manajemen
Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara
Online;

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI
USAHA WAJlB PAJAK SECARA ONLINE

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2{' TAHUN 2021

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TEN TANG
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara,
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Utara.
6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Utara adalah pelaksana unsur penunjang urusan pemerintahan bidang

Pasal 1

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURANBUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI
MANAJEMENPEREKAMANDATATRANSAKSI USAHA
WAJIBPAJAKSECARAONLINE.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

13.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor9
Tahun 2021 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2021 Nomor9);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor8
Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor
8);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7
Tahun 2021 tentang Retribuasi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor
7);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor6
Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
UWa Nomor28);

Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor
5);
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14. Pih ik Ketign ud ilnh An Inn Usuha y ng b 'rg .rak di bidang P('Y diaaan
jnringnn onlin '.

15. P ijak Hot 1 adnluh pajnk atas P layanun yang disediakan oJ·h h tel
dengan pernbayaran s suai dengan p raturan p rpajakan daerah .
. Pajak R stor n adalah pajak alas P .layanan yang dis diakan oleh
r storan dengan pernbayaran H suai dcngan p raturan perpajakan
d erah.

17. Pajak Hiburan d lah pajak at s p nyelenggaraan hiburan d ngan
p mbayaran sesuai dcngan p raturan perpajakan daerah.

18. Pajak Parkir adalah pajak ata peny lenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan, baik yang disediakan b rkaitan dengan pokok usaha
rnaupun yang disediakan scbagai suatu usaha, tcrrnasuk pcnyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor.

19.Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau scharusnya ditcrima
sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/ atau jasa sebagai
pembayaran kepada pengusaha Hotel, pemi1ik Restoran dan
penyelenggara Hiburan dan Parkir.

20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang digunakan oJeh Wajib Pajak untuk mclaporkan
penghitungan danl atau pembayaran pajak, objek pajak danl atau bukan
objek pajak, danl atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

21. Sistem Informasi Manajemen Perekaman Laporan Data Transaksi Usaha
WajibPajak Secara Online adalah sistem perekaman data transaksi usaha
wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan
langsung antar sistem infomasi data transaksi usaha wajib pajak dengan
sistem Informasi seeara terintegrasi melalui jaringan komunikasi.

22. Sistem Informasi adalah perangkat atau sistem Inforrnasi Pajak dalam
bentuk apapun yag dapat mengubungkan seeara Jangsung dengan



Bupati melalui Kepal P ng lolaan Pajak dan Retribusi D rah
berwenan m nghubungk n rana perangkat dan si tern inforrnasi
pend pat n daerah .l' r online kedalarn saran d n slstem inform i
pem r n P J k Hot 1, P jak Re toran, P J k Hiburan d n P j k Parkir

g dirniliki W Jib PaJ k.

Pasal 3

B ian K~ atu
r na P r ngk t dan tern lnform 1

BABIII
~J TEM I F RM '1 M AJf..,MENPEREKAMAN 0 TA

AHA WA.JIB PAJAK E 'ARA ONLINE

rirnaan pajak,

k:,

b s r pajak an

ANK

untuk

ngan

but dat

transaksi u aha dalam bentuk
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(4) Dalam hal WajibPajak akan menambah atau mengurangi perangkat dan
sistem pembayaran pajak daerah, wajib memberitahukan kepada Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk menyambung atau
memutuskan sistem online dirnaksud.

(3) Apabiladalam perkembanganusaha, WajibPajakyang telah sistem online,
melakukan penambahan perangkat dan sistem pembayaran, maka Kepala
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berwenang untuk
menghubungkan kembali melalui sistem online, perangkat dan sistem
pembayaran Pajak Daerah yang belum tersambung tersebut.

(2) Pelaksanaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan
oleh Pihak Ketiga melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pelaksanaan sistem online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai
dengan kemarnpuan keuangan daerah.

Pasal5

(3) Dalam hal perangkat dan sistem infonnasi pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meneakup tempat-ternpat usaha outlet yang
berada di beberapa wilayahdi Iuar Kabupaten Hulu Sungai Vtara , maka
pelaksanaan online oleh Badan PengelolaanPajak dan Retribusi Daerah
hanya meneakup perangkat dan sistem infonnasipembayaranyangberada
di wilayahKabupatenHulu SungaiUtara.

(2) Dalam hal pusat sistem infonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berada di luar wilayahKabupaten Hulu Sungai Utara, maka pelaksanaan
sistem online dapat dilakukan pada masing-rnasingtempat usaha outlet
yang berada di wilayahKabupatenHulu SungaiUtara.

(1) Terhadap WajibPajak yang telah memilikiperangkat dan sistem informasi
pembayaran online seeara terpusat, dan pusat sistem infonnasi tersebut
berada eli wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka pelaksanaan
Sistem Online dapat dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah pada pusat informasiyang terdapat pada WajibPajak.

Pasal4

(3)Jika terdapat kendala dalarn menghubungkan sarana sebagairnana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Keuangan Daerah dapat
menyarnbungkan perangkat dan sistem aplikasi komputer yang dimiliki
oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah hingga dapat
terlaksananya sistem informasipembayaran seeara online.

(2)Sarana dan sistem infonnasi pembayaran pajak sebagaimana dirnaksud
pada ayat (1) adalah sarana dan sistem inforrnasi pembayaran Pajak
daerah yang digunakan WajibPajak untuk menyimpan setiap transaksi
pembayaran Pajak Daerah dari masyarakat / subjek pajak yang
merupakan dasar pengenaan Pajak Daerah sesuai peraturan perundang
undangan yang berlaku.
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b. Pajak Re toran meliputi :
1. penjualan makanan dan I atau minuman;
2. seroice charge;
3. business centre;

n. Pajak Hot I m liputi :
1. C silitas p nginapan berupa :

hot I, wisrna pariwisata, motel, pesanggrahan, penginapan dan
sejenisnya, s rta rumah kos dengan jumJah kamar lebih dan 10
kamar pada satu lokasi atau beberapa lokasi yang diusahakan.

2. fasilitas penunjang penginapan berupa :
tel pon, Iaksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika,
transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau
dik 101 oleh hotel.

3. jus p rs waan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di
hot 1.

4. f silltas restoran, jasa boga/katering, kafe, dan sejenisnya yang
dinikmati oleh bukan tamu hotel;

5. fasilita hiburan berupa karaoke, diskotek, bar, pusat kebugaran,
Ion k e ntikan, spa, kolam renang, tenis dan sejenisnya;

6. [I silitas parkir.

(I) P r knman data transaksi usaha secara online meliputi data pembayaran
at is :

Pasal 7

Bagian Ketiga
Perekaman Data Transaksi Usaha Seeara Online

r') Wnjib pnjuk H bug imunu dimuksud pad a ayat (1) meliputi:
t. W ijib P jak hot 1;
h. Wujib Pajak r storan;
c. Wnjih Pajak hiburan; dan
I. WlUib Pajak parkir,

(I) Dulnm rungkn m .ncapui tujuan scbagairnana dimaksud pada pasal 2 ayat
(2) diluksnn rk In ell ngun mcnerapkan sistern manajemen transaksi usaha
W ijib Pnj ik !i cum online.

Pnsa16

Bngian K dun
Snsarun Wajib Pajak

(7) Hudnn p flf.( lnlnnn Pniuk dan Retribusi Da rah b rhak menarik istern
lpllkll. i be I tft pcrungk It y lllg tcluh terpnsang dan memutu kan jaringan
onlir yan ud i.

{h) Wujlh Pink vnng l ungk nit ut ttl pindah usaha wajib melaporkan kepada
n dill P ng( 10111m P ijuk d n Retribusi Daer h

) W, jib I , htk t idnk h rhak m n ubah dahl yang b rada p da siarern dan
I r ngknt vnng dip •. nnf.( 01 h I em rint h Da rah.
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(3) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (2), Badan PengelolaanPajak dan Retribusi
Daerah menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat dan/ atau sistem
perekam data transaksi usaha WajibPajak.

(4) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyampaikan surat
pemberitahuan kepada WajibPajakyang akan dilakukan pemasangan alat
darr/atau sistem perekarn data transaksi usaha WajibPajak berdasarkan
jadwal.

(2) Badan PengelolaanPajakdan Retribusi Daerah rnelakukan pendataan dan
pemetaan Wajib Pajak yang akan dipasangkan alat danl atau sistem
perekam data transaksi usaha.

(1) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah rnelakukan sosialisasi
terkait dengan pemasangan alat danIatau sistern perekam data transaksi
usaha WajibPajak.

Pasal8

BagianKeempat
Tata Pelaksanaan

Pemasangan Jaringan Perangkat dan Sistem Inforrnasi

(4) Perubahan data sistern transaksi usaha secara online hanya dapat
dilakukan atas persetujuan Badan Pengelolaan Pajak dan R tribusi
Daerah.

(3) Data transaksi secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan
data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang
terutang atau penambahan jenis pajak.

(2)Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan dinas
dalam hal perpajakan daerah.

(J) Data transaksi pcrnbayaran sebagairnana dimaksud pada ayat (1), b rsifat
rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat, Wajib Pajak yang
bersangkutan dan Pejabat yang Berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

d. Pajak Parkir m liputi :
1. tiket parkir pada pintu masuk atau keluar;
2. karcis berlangganan (member); dan
3. persewaan pengelolaan ternpat parkir.

Pajak Hiburan meliputi :
1. room charge;
2. harga tanda masukfkarcisftiket masuk/ coinIminimum charge!

cover charge/first drink charge dan sejenisnya;
3. membership/kartu anggota dan sejenisnya;
4. service charge.

4. minimum charge/first drink charge.
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( ') Ucrdo. nrknn permohunnn Wajib Pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat
(:2), Hf dun Pr-ngelnluun P ijuk dan R tribu i Daerah dapat memberikan
J r t ujunn, dcng til k l ntunn :
II. OJ lnkuknn pernoriksa In t rl bih dahulu tcrhadap perangkat dan

i t m yung dimohonkun;
up bila t ,fa edia p r ngkat d n sis tern dalt m tahun berkenaan;
apubila tiduk t rsedia perangkat dan sistern daJam tahun berkenaan,
m kn B id m P ng lolaan Pr[ak dan Retribusi Daerah dapat
rn I k nakan sistcm per karnan seeara online melalui perangkat dan
j t m yang telah terpasang sebelurnnya.

t ') Jlr.nlloilollull (hllKllimHnu dimak ud pada ayat (1) diajukan kurang
kUI'IIIlJ(IIYII '2 (dull) bulnn H blum pen mbuhan atau pengurangun
p rungkut c1111l/Htnu HI. tern dntu transaksi perekuman dioperasikan olch
W"jth Pujuk,

( 1) Wlljlh Puiuk .y lIlK tr-lnh nu nernpkan sist rn per karnan s ecara online, dapat
IIIC'I1!1 juku" pr-rmohrmun tert uli kcpadn Kepala Badan Pengelolaan Pajak
I~(trthu I l.Incrnh unt uk men mbah/ m ngurangi p rangkat dan/ tau
1 t('1JI iutormu i Irun Ilk j pcrcknrnan He ara online.

Bagiun K 'lima
Prllll1l1ll111lllll/PC·IlJ.{llIlllIglIll, Pcngh .ntian, dan Pencabutan Si l m lnformasi

MIllIl~j .rnen Per karnan Sccara Online
Pusal 10

(I) Wnjlll IllIjlll< I" 11«('WlIjil);1I1 rru-rnl -riknn t k cs dan informasi k pada Badan
1'('Il~dllllllll I'IIJIII< <11111Hf'fniJllHI Due rah lalurn rangka p rna angan al l
dllll/1I111l1 i tcru pI I-I krun dulu trnn snkai usaha Wajib Pajak.

( 1) W"jih P ijuk yllllK tiduk I r cdi atau m nolak unluk dilakukan
IWItH' 1111,..,1111 IIlnt dlill/1I111l1 sistf'nt p r karn data transaksi usaha Wajib
1'''!llk dll« 1I111{IIII IIlIi< -II c LIlli dcngnn ket .ntuan pernturan p rundnng
urul "'K'1l1 Y 1Il~ 1 ( rlnku.

PH III (

( I)

I(I)

II III f 1111111 f U! rnh dap it HI I y Ii kan
Wapll Plljllk Y'lng bclum m rniliki



(4) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah wajib merahasiakan hasil
perekaman sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) kecuali untuk
kepentingan pemeriksaan pajak dan/ atau kepentingan lain yang
rnewsjibkan untuk mernbuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah rnelakukan monitoring
hasil perekarnan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan
evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan pajak.

(2) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat memanfaatkan hasil
perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan
perneriksaan pajak.

(I) Hasil perekaman Sistem Informasi Manajemen Perekaman Secara Online
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak bukan sebagai dasar ketetapan pajak.

Pasal 12

Pemanfaatan Hasil Sistem Informasi Manajemen Perekaman Secara Online
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Bagian Keenam

(4) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha s ebagaimana dirnaksud pada
ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi
perekaman data transaksi usaha seb lumnya, maka perangkat dan sistern
tetap dapat terpasang berdasarkan surat p mb ritahuan terjadinya
pengalihan pengelolaan usaha.

(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) apabila pengh ntian usaha
Wajib Pajak disebabkan keadaan memaksa (Force Majeur1.

(2) Permohonan penghentian p nggunaan sistem p r kuman transukai u: uha
secara online sebagaimana dimaksud puda ayat (I) diajukan . .Iarnbat
lambatnya 2 (dua) bulan seb tum u aha Wajib Pajak dihcntikun atuu
dialihkan.

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohon n 'c ru l rt lli:i pcnghcnt inn
penggunaan sistem perekaman data transaksi usuha H(,CUm online k( plldu
Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Da rah, apabiln :
a. berhenti/ dihentikannya usahu; atau
b. pengalihan pengelolaan usah .

PnSH] 11

(4) Pemberian pers tujuan p .n mb ihan uuu J cngurungnn IWI'IIIJv,kul dl Jl

sistem sebagaimana dimakr ud p idu uy ,I P), Iibcrikun 1 publlu
b rdasarkan hasil v IURsi pengnwasnn informil i dulu 111111' Ilk i
pernbayaran, Wajib Pajak t lah rn me nuhi kctcnt 111111 p( rlilidwlK
undangan yang berlaku.

I tr-rn
I AllllJl

d. wajib pajak yang melak ikun p n~\lnlTl~lIn IWII l1~klll
perekaman s cara onlin wajib rncng mhulikuu k 'pl d 1

Pengelolaan Pajak dun Retrib lsi D, ruh.

JO



(1) Badan PengelolaanPajak dan Retribusi Daerah berkewajiban :
a. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pajak

daerah dari setiap WajibPajak;
b. data transaksi pembayaran pajak daerah hanya digunakan untuk

keperluan di bidang perpajakan daerah;
c. melakukan tindakan administrasi pemungutan pajak daerah atas

kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

d. data transaksi pembayaran pajak disimpan oleh Badan Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasa! 15

BABV
HAK DAN KEWMIBAN

Dikecualikan dari kewajiban pemasangan Sistem Informasi Manaj men
Perekaman Data Transaksi Usaha WajibPajak secara online, adalah :

a. WajibPajak baru yangmenjalankan usahanya kurang dari 6 (enarn)
bulan dan/ atau

b. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (force
majeur).

Pasal 14

BABIV
PENGECUALIAN PEMASANGAN SISTEM PEREKAMAN DATA TRANSAK

USAHA ONLINE

(4) Dalam hal pemeriksaan pajak, Badan Pengelolaan Pajak dan R tribu i
Daerah berpedoman pada tata cara pemeriksaan pajak dan tekru
pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan,

(3) Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah apabila berdasarkan hasil penelitian data tarnbahan
dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh WajibPajak masih t rdapa
perbedaan dengan laporan pajak yang disampaikan kepada Badan
PengelolaanPajak dan Retribusi Daerah dan hasil perekarnan.

(2) Wajib Pajak wajib menyampaikan data tambahan darr/atau penj I:J~n
yang dibutuhkan oleh Badan PengelolaanPajak dan Retribusi Daerah.

(I) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud If.)" rn
Pasal 12 ayat (1), dengan laporan hasil pajak yang disampaikan WaJJb
Pajak, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat merrun fl
informasi tambahan kepada Wajib Pajak untuk menyarnpalkan data
tarnbahan dan/ atau penjelasan.

Pasal 13

11



(2)Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berkewajiban :
a. memberikan informasi mengenai merk/ type, sistem infonnasi data

transaksi, jurnlah perangkat dan sis tern, serta inforrnasi lain yang
terkait dengan sistern data transaksi pembayaran yang dirniliki
Wajib Pajak;

b. memberikan kernudahan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah dalam melaksanakan sistem perekaman online
seperti menginstal/ memasang/ menghubungkan
perangkat dan sistem pelaporan secara online di tempat usaha Wajib
Pajak;

c. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap
transaksi pernbayaran yang dilakukan oleh masyarakat/ subjek
pajak;

d. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan/ atau sistem
yang ditempatkan/ dihubungkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah;

e. mengembalikan perangkat dan /atau sistem kepada Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah apabila usaha tutup

f. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 jam kepada Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah apabila perangkat dan
atau/sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

(1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berhak untuk :
a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha

wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di
bidang perpajakan daerah;

b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban
melampirkan data / dokumen transaksi usaha wajib pajak pada
waktu penyampaian SPTPD;

c. memperoleh dispensasi herupa pernbebasan dari kewajiban
melegalisasi bon penjualan (bil~, tiket /tanda masukjkarcis dan
hentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah;

d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang
seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait
dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;

e. mendapatkan jaminan bahwa
pernasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistern
tidak rnengganggu perangkat dan sistern yang sudah ada pada Wajib
Pajak; dan

f. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistern yang rusak atau
tidak herfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karen a
perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

Pasal 16

(2) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berhak untuk :
a. memperoleh kemudahan untuk menginstaJl / memasang j

menghubungkan perangkat dan sistem pengawasan pajak daerah
secara online pada tempat usaha outlet Wajib Pajak;

b. memperoleh infonnasi data transaksi lainnya yang terkait dengan
data pernbayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai
dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

12



(1) Apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan, maka Kepala
Badan atas nama Bupati menerbitkan teguran tertulis, sebagai berikut :
a. Teguran I, diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Wajib

Pajak diberikan teguran lisan;

Pasal20

(3) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Badan Pengelolaan Pajak
Retribusi Daerah untuk memberikan teguran lisan dan teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wajib Pajak yang tidak
bersedia melakukan pemasangan alat danj'atau sistem perekam data
transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian semen tara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin;
f. pencabutan tetap izin;

(1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Wajib Pajak
yang tidak bersedia melakukan pemasangan aJat dan/ atau sistem
perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 ayat (2).

Pasal 19

BABVII
SANKSlADMINISTRATIF

Wajib Pajak yang Menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/
beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan Zatau
sistem yang telah terpasang diwajibkan mengganti perangkat dan/ atau
sistem yang terpasang.

Pasal 18

Wajib Pajak dilarang :
merusak at u membuat tidak berfungsi/ beroperasinya,
menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan/ atau sistem
ang telah terpasang;

b. menggunakan perangkat dari/atau sistem selain yang telah
ditetapkan atau disetujui oleh Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah;

c. mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalarn
bentuk apapun tanpa persetujuan dari Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah; dan

d. mengalihkan perangkat dan/ atau sistem kepada pihak lain tanpa
seizin Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 17

BABVI
LARANGAN
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Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pengawasan atas
penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi perekaman data
transaksi usaha Wajib Pajak seeara Online dilakukan oleh Internal Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah juga dapat dibentuk TIM melibatkan
Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan maksud Pengawasan lebih luas
dan terpadu.

Pasal 24

BABVII
PENGAWASAN

(2) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(I) Apabila Wajib Pajak tetap tidak bersedia melakukan pemasangan alat
darr/utau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib
Pajak selelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan dan
pencabutan semen tara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 maka
Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif penghentian tetap kegiatan
dan peneabutan tetap izin.

Pasal 22

(3) Penghentian semen tara kegiatan dan pencabutan semen tara izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(2) P nghentian semen tara kegiatan dan pencabutan semen tara izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(I) Apabila sarnpai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Teguran III
Wajib Pajak masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/ atau
sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak
maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah bersurat kepada :

S tuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk
memproses penghentian sementara kegiatan; dan

b. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk
rnemproses pencabutan semen tara izin.

Pasal 21

b. or gur n II, dit rbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
T guran I diterima 01 h Wajib Pajak;
Teguran III, diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) han sejak
T gur n II dit. rima oleh Wajib Pajak.

(2) T guran t rtulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga
k pada S tuan Polisi Parnong Praja Dan Pemadarn Kebakaran dan Dinas
P ennnarnan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
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BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAl UTARA TAHUN 2021 NOMOR

MUHAMMAD TAUFIK

Diundangkan di Amuntai
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATE HULU SUNGAl UTARA,

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 08 Oktob r 2021

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan P rut uran
Bupati ini, dengan penernpatannya dalarn Berita Daerah Kabupat 1) 1111u
Sungai Utara,

PasaJ26

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, terhadap Wajib Pajak yllng blum
dapat disambungkan dengan system online pcrekuman uransuksi Pajnk
Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan don Pnrki lidllk
mengurangi hak darr/ atau tidak menunda k wajir» n pc rpajukan , c Uf1)
dengan kelentuan yang diatur dalam Pcraturan Perundang und:mWHI
Perpajakan Daerah.

Pasal 25

BAB VJII
KETENTUAN PERALIHAN
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